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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B Be
< ta T Te
< sa S es (dengan titik di atas)
d jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
2 zal Z zet (dengan titik di atas)
D) ra R Er
B zai Z Zet
o sin S Es
o syin Sy es dan ye
U= sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
pX za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ¢ apostrof terbalik
a gain G Ge
s fa F Ef
3 qaf Q Qi
dl kaf K Ka
J lam L El
e mim M Em
d nun N En
5] wau W We
-2 ha H Ha
¢ hamzah ’ apostrof
< ya Y Ye




Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap ata

Vokal tunggal baha gnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai

Nama Huruf Latin
fathah a a

kasrah i
dammah

asa Arab yang lambar : gan antara

asinya berupa gabungan

Huruf Latin

Nama

e fathah dan ya’ ai adani

> fathah dan wau au adanu

. - |

PAREPARE

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
¢ .|V .. | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
g dammah dan wau u u dan garis di atas
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S omata
@A) rama
J8 qila

-

4 o - -
Gigay yamutu

4. Ta’ marbutah

Transliterasi a’ marbutah ada dua, 1’ marbutah yang hidup

atau m: adalah [t].
Sedang sliterasinya
adalah

g berakhir dengan ta’ iik h kata yang
mengg al- serta bacaan ked i , maka ta’
marbut. i an dengan ha (h).

ckan dengan

sebuah tanda tasydid ( ~ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
1—\3,) : rabbana

-

WS pajjaina

xii
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P nu‘ima
3
< ‘aduwwun

Jika huruf  ber-zasydid di akhi

Contoh:

2;-!5 : Al

iyy atau ‘Aly)

sistem tulisan Arab dil

lam ma . man transliterasi ini, ka
biasa, a i uti oleh huruf syamsiy:.
sandang yi huruf langsung y
ditulis ang mengikutinya dan
datar (-

: al-syams

V- al-zaliil e oleaay I IR 12

SV arsitady

7. Hamzah

ebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢&—), maka ia ditransliterasi seperti ddah menjadi i.

uruf J) (alif

erasi seperti

garis men-

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

xiii
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C)J,)AE . ta’muruna
’&j:’d\ . al-nau’

8o T .
JC : syai’un

TN
“—L)ei T umirtu
Bahasa Indonesia

Kata, istilah i adalah kata, istilah atau
atau kalimat

yang s onesia, atau
sering ¢ 2 dalam dunia
akade ; gi ditulis n s. Misalnya,

kata al an), alhamdulillah, dan ) , bila kata-
kata ter j n dari satu rangkaian ' us ditransli-
terasi s¢

9. L

\llah” yang didahului seperti huruf jarr da lainnya atau

berked sebagai PJA HIEMRE ditransli anpa huruf

A (33 dinuilah 4 piliah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [#]. Contoh:

“ _ o

A 4 L ei hum 17 rahmatillah

Xiv
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10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (A// Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
uliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
1. kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kapital, misalnya, digunakan untuk me

bulan) dan huruf pertama pada per
kata sandang (al-), maka yang f kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan h

maka huruf A dari

terletak pada awal kalimat,

indang tersebut 1 can huruf kapital (Al-).

udi ‘a linnasi lallazi bi

azi unzila fih al-Qur’an

(bapak

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

] Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

XV
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swt.

Saw.

a.s.

subhanahu wa ta‘ala
sallallahu ‘alaihi wa sallam
‘alaihi al-salam

Hijrah

Masehi

un (untuk orang yang

PAREPARE
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ABSTRAK

St Aisya Ramadana. 14.2100.045. Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan
Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974) (Dibimbing oleh
Rahmawati dan Hj.Saidah).

Penelitian ini menjelaskan tentang peran ganda hakim perempuan di
Pengadilan Agama Parepare yang mempunyai dua tanggung jawab yaitu dibidang
domestik dan juga publik, banyaknya perempuan yang bekerja di zaman sekarang ini
maka tidak menutup kemungkinan-hak dan.kewajibannya sebagai isteri diabaikan
karena mereka lebih mengutamakan karir dibanding pribadinya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban
perempuan menurut UU'RI No.1 Tahun 1974 serta mengetahui peran ganda hakim
perempuan di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini  adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian_ini_adalah peran ganda
hakim perempuan serta mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan
kewajibannya sebagai isteri. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
normatif, yuridis, dan sosiologis.”Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah
sumber| data primer dan sekunder. dengan tehnik observasi, iInterview, dan
dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan
deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pandangan hakim Perempuan tentang
hak dan kewajiban menurut Pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974, telah sensitif gender
karenanya pelaksanaan hak dan kewajiban hakim perempuan menimbulkan pro
(90%) dan kontra(10%). Pendapat yang pro mengatakan bahwa adanya aturan tentang
UU Perkawinan menyadarkan akan pentingnya hak dan kewajiban bagi perempuan
karir, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan tugasnya sebagai ibu rumah
tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang.hakim perempuan di Pengadilan
Agama Parepare dapat menyeimbangkan.antara urusan kantor dengan urusan rumah
tangga. 'Sedangkan, pendapat yang-kontra mengatakan bahwa hak dan kewajiban
menurut UU Perkawinan tersebut dapat di negosiasikan dan diselaraskan antara
keduanya, karena selama tidak ada keadaan yang darurat seperti kematian dan sakit
keras, maka urusan kantor lebih diutamakan. (2) Peran ganda hakim Perempuan
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare, ialah dalam
menyelesaikan kedua peran sebagai perempuan karir dan ibu rumah tangga seorang
hakim menerapkan,cara-pembagian.wakiu.dengan,cermat.dalam kehidupan sehari-
harinya apalagi dibantu dengan asisten rumah tangga dan pengasuh anak, menurutnya
tugas-tugas domestik isteri seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan
makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai tugas kerja produktif,
tugasnya sebagai wanita karir lebih penting selama keluarga tidak terbengkalai.

Peran ganda perempuan diharapkan agar seorang perempuan karir tidak mengabaikan
tanggung jawabnya dibidang domestik maupun publik.

Kata kunci : Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang penting dan serius

sehingga tidak henti-hentinya di oleh bangsa-bangsa di dunia ini.

Perbincangan itu tidak ha erempuan itu saja tetapi juga
n laki-laki. ak pemimpin perempuan

dalam segala bidang menjadi hakim.

ab g sedikit kepentingan t annya. Maka

rum a tidak pantas bagi per laki, karena

nya yang lebih sedikit keb dungan dan
lebih keta ya, maka di pundaknya

dan nafkah.

gung jawab

emproklami serta adanya

keduanya da Selanjutnya
eluarga dan
uami adalah
Wajib menjaga

rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:34:

'Muhammad Albar, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Cet. I1; Jakarta: Pustaka Azzam,
2000), h. 50.

’Huzaemah T.Yanggo, Figih Perempuan Kontemporer (Cet. II; Jakarta: AMP Press, 2016) h.
137.
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w\,w\wjugx&,&,a;;mww LT Jo D5 Ul

-
}/J - >

ﬁjl';'d:"”) M‘.’QD—LMV-&U“WMWMUQ ).a

31;9 (,_%a..a.b\ QU u.ﬁ).gj\o‘) c>l-4—-” L}u—“jj’d") J}M \_JJUM
AN jful Mo ke T35
Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi-perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian.mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan
menjaga diri Ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu
beri nasehat kepada mereka;, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh,
Allah Mahatinggi, Mahabesar?.®

=)
T

Adapun mengenai hadis yang menyatakan bahwa perempuan Kurang cerdas
dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam sikap keberagamannya. Hadits ini
berkaitan dengan suatu peristiwa, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, al-Nasai, dan

al-Tirmidzi melalui Abu Bakrah :

) (i 81 ; U8B K ] (8 ) e ipeliENA gl & () Lie U
Ak, laal by gal) & dasbaiy Jasll a Ul o o dl ek Calglia
agale 1 581838 5 8 R (5 1 2 0 A () gy AL ;08 ama (J01GE Jarl

i AT 54 58 el G 20 (s Hus &y
Artinyaj

“Telah berkata kepada kami Utsman bin al-Haitsan, telah berkata kepada kami
‘Auf dari hasan dari Abi Bakrah berkata : Allah telah memberikan manfaat
dengan suatu kalimat yang telah kami dengar dari Rasulullah saw. Pada hari
perang jamal ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya
penduduk Persia telah diperintahkan oleh Binti Kisrah (seorang perempuan),
lalu beliau bersabda: sesuatu kaum tidak akan mendapatkan kemenangan
kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.

*Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran,2013), h.84.



Menurut Suyuthi dalam kitabnya Jam’ul Jawami’ hadits 1n1 diriwayatkan
oleh Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa’i dari Abu Bakrah.

Pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap teks keagamaan sudah ada di
zaman Nabi saw. Hadis ini pun demikian memberikan pemahaman secara tekstual

mengaitkan dengan konteksnya yakni diucapkan Nabi ketika putri Kaisar

menggantikan ayahnya sebagai ertinggi. Dengan demikian ia hanya
berlaku untuk kasus terseb in. Sedang yang memahaminya

secara tekstual meng wa redaksi hadi persifat umum, sehingga

sinya bersifat

| kekuasaan
batan yang memiliki t menerima,
n perkara sampai tidak salahan lagi

kim adalah luhur dan rsebut berat

karena sebagal manusia biasa penuh dengan ke hakim telah

diberi ewa oleh n

edua belah ke

n hubungan yang harus

saan  yang demiki ang diberikan ke akim harus

gan sikap BfAn‘lEMLRJEab dan ha

rus sanggup
2pada negara

dan masyarakat serta kepada Tuhan ya

*Imam Abu Abdillah Muhammad Abu Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin bardabah al-
Bukhari al-Ja’fa, Sahih Bukhari Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-l1Imiah, t.th), h.160.

>Said Agil al-Munawar, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Cet. I; Jakarta: JPPR,
Tanpa tahun), h.18.

®Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 28.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Sistem hukum Indonesia juga semakin mengadopsi keterlibatan perempuan.
Salah satunya dalam bidang hukum, saat ini semakin banyak jabatan hakim dijalani
oleh perempuan. Parepare merupakan salah satu wilayah yang berada di Sulawesi
Selatan yang dimana terdapat hakim dan ketua Pengadilan Agama yang dijalani oleh
seorang perempuan. Kedudukan perempuan sebagai hakim dan ketua Pengadilan
Agama dengan syarat berkompeten di bidangnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila melihat. kenyataan yang ada dan
berlaku ini, perempuan telah disejajarkan dengan laki-laki dalam hal eksistensinya
sebagai hakim di Pengadilan Agama. Selanjutnya apabila jika seorang hakim tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagal seorang istri dikarenakan sibuk dengan
pekerjaannya. Kenyataan seperti itu seorang perempuan sebagai hakim tidak dapat
dihindari posisinya sebagai ibu rumah tangga dilihat dari segi pekerjaan yang
ditekuni, sehingga secara tidak langsung telah menuntut mereka untuk merubah
penampilan dari yang semestinya, menyita waktu hanya untuk Karir yang akhirnya
mengakibatkan sejumlah ibu rumah. tangga yang berkarir harus meninggalkan
keluarga dalam jangka waktu yang cukup' lama. Gambaran seperti ini banyak kita
jumpai, bahkan hampiri di ‘setiap daerah, utamanya dalam perkotaan termasuk di
Pengadilan Agama Parepare; Sebagian-perempuan’ ini-menganggap bahwa semua itu
merupakan hal yang wajar dan lumrah apalagi dimasa sekarang ini yang disesuaikan
dengan corak, warna kehrdupan untuk'mengikuti perkembangan zaman.

Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi di dunia publik, seperti halnya
laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu isteri
di ranah domestik. Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang

dan adil, termasuk pemenuhan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal



tersebut diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang
mempertegas hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kewajiban Istri :

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah

tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini pakan kewajiban utama yang tidak boleh
diabaikan oleh seorang istri
b. Hak Istri :

upakan kewajiban sua Jika isteri telah memenubhi

ungan dari suaminya.

b. sesuatu keperluan hidu suai dengan
a.
C. n cerai, apabila suami mela kewa g
yang profesi pagai hakim
peradil nyai tugas da enang untuk

uatu lingkun radilan para
sisi ia harus
1 juga harus
bertanggung ja

Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan yang muncul apabila hakim

tersebut mengalami mutasi. Jika, ia mengalami hal tersebut kewajibannya sebagai

’Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Perspektif Hukum Islam”, h.21.
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seorang istri akan gugur. Terlebih jika suaminya juga bekerja ditempat yang berbeda
dengan istrinya.
Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, tampak bahwa dalam lingkup

Pengadilan Agama Parepare terdapat banyak hakim perempuan yang sebagian besar

diantara mereka telah berkeluar h memiliki anak. Persoalan tersebut

membuat penyusun terdor engkaji tentang peran ganda

hakim perempuan di

an hakim perempua kewajiban
asal 34 UURINo. 1T
12.2. [

ganda hakim perempuan 1 kekuasaan

1.3 Tuj

1.3.1

a kekuasaan
kehakiman di Pengadilan Agama Parepare.
1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan

terutama dalam memahami bagaimana tanggung jawab seorang ibu sebagai hakim
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dan ibu rumah tangga, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan
penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

baru bagi masyarakat, dan me an bahan bacaan yang bermanfaat bagi

mereka yang ingin r i.mengenai Peran ganda hakim
perempuan di P. Agama Parepare

1.4.2. Manfaat s, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar

masyarakat,

memahami

empuan yang dimana t da dua yaitu

dan ibu rumah tangga, i lampak pada

budaya.

13l

PAREPARE
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran ganda hakim perempuan sudah pernah dilakukan oleh

peneliti lain diantaranya :

Penelitian yang dilak ang berjudul “ Posisi Perempuan

dalam UU RI No. 1 ta entang Perkaw ktif Hukum Islam”.® Hasil

endudukkan
perkawinan
arginalkan.
jiban suami-
atan moral,
egaliter i dalah sama-
un, setelah

Saidah lebih

dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan Perempuan sebagai Hakim Pengadilan

®Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Perspektif Hukum Islam” (Disertasi Program Pascasarjana bidang Syari’ah dan Hukum Islam UIN
ALAUDDIN Makassar, tahun 2015).
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Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta”.® Hasil
penilitiannya menunjukkan bahwa : Kedudukan perempuan sebagai hakim di
Pengadilan Agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta tidak ada larangan

atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-

undang dan memiliki kemampuan itas dan kompetensi dibidangnya, Faktor

penghambat perempuan agai hakim Pengadilan Agama
terdiri faktor interns internalnya yaitu kondisi

perempuan saat ha o enstruasi merupakan proses psi i yang berat saat

konservatif

tangan laki-laki, serta (perbedaan

lit dalam bekerja sam nya. Aspek

penelitian yaitu mem perempuan

un, setelah diperiksa ada p itian Rumita

kedudukan

Wahyunin uan sebagai

gadilan ag penghambat pere menduduki

lebih fokus

)agai hakim dangkan, stu
repare.
g berjudul “

Praktik ~Pe k ; g Ke Karir (Studi

*Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, “Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim
Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta” (SKripsi Sarjana
Bidang Syari’ah & Hukum Islam Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2016).
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terhadap keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”. % Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa profesi hakim yang mana kesehariannya
menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru

membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran

berharga dari permasalahan-perma ang mereka selesaikan dari pihak yang

berperkara seputar rumah ini ada perbedaan dari studi
penulis, penelitian keluarga sakinah dalam
keluarga wanita ka ang peradilan agama. Sedangkan,

s kedudukan

id al-Syari’ah
aslahah adalah seperti /-ma baik artinya
angan kata), yaitu kalima ar ama dengan
artinya , seperti ha

ama seperti dengan al-

nat’u. yang dimaksud p ara’ (Allah) a ifat menjaga

kal, keturunan,

ki AREPARE

encapai kete nyata antara

diturunkan

ah swt dalam
al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

®Anwaruddin, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir
(Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”, (Skripsi Sarjana Jurusan
Ahwal Al-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Suna n Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014).

"Rachmat Safe’I, llmu Ushul Figih (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.
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Terjemahnya:

“Sungguh telah dat. a dari Allah dan Kitab yang
menerangkan. D memimpin orang-orang Yyang
mengikuti keri dan dengan kitab itu pula
a yang terlazng benderang

pun mereka

a’ tidak boleh dita’lilk ah. Jelasnya

yariatkan hukum yang tidak mengandung Ma

Segala hukum Allah dita’lilkanidengan masalah karena Allah telah berjanji
sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya,

menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan.

“Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran,2013),h.110.
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Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam
praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara’ adalah
wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung

kemaslahatan.

Secara bahasa magasid al- erdiri dari dua kata yakni magashid dan

al-syari’ah. Magqasid id yang berarti tujuan atau

kesengajaan. Al-syari an sebagai jale sumber air. Sedangkan,
Tuhan yang membuat

Tuhan agar

iatas disimpulkan bah 7’ah adalah

h yang disyariatkan ke Magqasid al-
dan peringkat yang tida ian magqasid

eberapa besar peran dan f )i kehidupan

suatu bentu fungsi yang besar bagi
g mana jika b ] i enuhi maka

akhluk di du j i alih al-dunya

masuk dalam kategori maqasid daruriyyah.
Magashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (din), jiwa
(nafs), akal ( ‘agl), keturunan (nasab), dan harta (mal).

2.2.1.1 Memelihara agama (hifzu al-din)
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Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi
tiga peringkat:*®
2.2.1.1.1 Memelihara agama dalam tingkat daruriyyah, yaitu memelihara dan

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer,

seperti melaksanakan sha aktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka

akan terancamlah
2.2.1.1.2 dalam pering wvah, Yyaitu melaksanakan
kesulitan, seperti shalat
etentuan ini
, melainkan
ersulit bagi orang yang
a dalam tingkat tahsi uti petunjuk

enjunjung martabat melengkapi

wajiban kepada Tuhan, kan badan,
aian, dan tem

2.2.1.2 hara jiwa (hifzu a

hara jiwa ber

PAREPARE

ngannya dibe menjadi tiga

i kebutuhan

2.2.1.2.2 Memelihara jiwa dalam tingKat hAajiyyah, seperti dibolehkannya berburu

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan

BKhairul Uman, Ushul Figih 1l (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.
“A. Achyar Aminuddin, Ushul Figih I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.
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maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya
mempersulit hidupnya.
2.2.1.2.3 Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyah, seperti ditetapkan tata cara

makan dan minum.

2.2.1.3 Memelihara akal (hifzu al-‘a

Memelihara akal dari ibedakan menjadi tiga peringkat;

lam tingkat tahsiniyya kan diri dari

dengarkan sesuatu yan

2.2.1.4 n (hifzu al-nas)

nan dari segi tingkat kebutu

lihara ketur' 1yyah, sepert
larang berzin

2.2.1.4. elihara IPJAaRdErP”R)EWab sef

2.2.14.

iatkan nikah

tetapkannya

ariatkannya
khitbah dan walimah dalam perkawinan.
2.2.1.5 Memelihara harta (Aifzu al-mal)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;
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2.2.1.5.1 Memelihara harta dalam tingkat daruriyyah, seperti syariat tentang tata cara
pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak
sah.

2.2.1.5.2 Memelihara harta dalam tingkat Aajiyyah, seperti tentang jual beli salam.

2.2.1.5.3 Memelihara harta da ngkat tahsiniyyah, seperti ketentuan
menghindarkan diri enipuan.
Metode istinb

qiyas, istihsa ahah al-mursalah adalah

metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas magasid al-
ditemukan

1 i m. Sebagai
a khamar dari hasil pe : ukan bahwa
mkannya khamar kar annya yang
ikian yang menjadi a i aramkannya

khamar i ukkannya, sedangkan kha

contoh g memabuk mbangkan de etode giyas

bahwa s ang memabu

entang magqa: ndapatkan pe

Saat ini auh dari 'PMRJIE‘P‘H’ RrEaminya :

yang serius.

mpurna dan

kan Syaitbi

2.2.2 Teori Gender
Persoalan jender menyangkut peran, fungsi, dan relasi antara kedua jenis
kelamin, laki-laki dan perempuan baik kehidupan ranah domestik maupun publik.

Dalam kaitan ini, menurut Weisberg sebagaimana yang ditulis Sulistyowat Irianto
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bahwa pendekatan hukum berperspektif gender secara garis besar mempunyai dua
komponen utama. Pertama, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap
hukum dan gender. Kedua, penerapan analisis dan perspektif perempuan terhadap

lapangan hukum yang konkrit seperti keluarga, tempat kerja, kesehatan, reproduksi

dan sebagainya.’
Perbedaan peran an n di dalam masyarakat dibahas
di dalam berbagai lasifikasikan kepada dua

kelompok.

aki-laki dan
peremp : 0 3 i re. Anatomi
biologi deret perbedaannya de njadi faktor
utama d n sosial kedua jenis ke I. emerankan
m masyarakat karena ggap lebih
lebih produktif. Organ da
dinilai
produksi tersebut. aan tersebut
antara laki-la perempuan.
an bertugas
uru (hunter)
dan pera s ala asya 3 al dan sek dan sektor

domestik dalam masyarakat modern. Pendapat ini antara lain didukung oleh teori

PSulistyowat Irianto, Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al,
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Bandung: Alumni, 2000), h.95.
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fungsionalisme struktural, teori sosio-biologis, teori psikoanalitis, dan kecenderungan
masyarakat kapitalis.
Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan

perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori

nurture. Teori ini berkesimpulan bz embagian peran laki-laki dan perempuan

dalam masyarakat tidak biologis, tetapi sesungguhnya
dikonstruksikan ole menilai kurang bijaksana
mendasarkan

perempuan
juga menilai
g berkembang dalam bias jender

karena n structural yang kelir bias jender

yang te arakat yang dianggap tor biologis
tetapi st lain adalah konstruksi bu i uasa (power

relatio secara turun i i dapat ini di

dukung ori konflik, te
kodrati,

indikasi ¢ an dan tugas
yang be a tugas yang
memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam

proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa

'®Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran (Cet. I; Jakarta: Dian
Rakyat, 1999), h. 280.
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kelemahan teori nurture di atas. Lalu beralih ke teori natura. Pendekatan nurture
dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan
bermasyarakat.

Ketidakadilan dan diskriminasi jender merupakan kondisi kesenjangan dan

ketimpangan atau tidak adil akibat o am struktur sosial dimana baik perempuan

dan laki-laki menjadi korban etidakadilan jender terjadi karena
adanya keyakinan dan anjang peradapan manusia
dalam berbagai be mpuan saja tetapi juga
dialami ender dalam
an, namun

"Ada

ntuk-bentuk

ampak pula terhadap |

der akibat diskriminasi akup

isasi atau pemiskinan ya oses, sikap,

ku, masyara akibat pada
sihan/pemiski

2.2.2.2 inasi

nis kelamin

is kelamin

orduakan atau

kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

YOrinton Purba, Konsep dan teori gender,
https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender(Diakses pada tanggal 12
Maret 2018).
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Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan
peran permepuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam
tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan

kaum perempuan pada tatanan subordinat.

2.2.2.3 Stereotipe
Stereotipe adalah._s ering kali bersifat negatif secara

umum terhg satu jenis ertentu.  Stereotipe selalu

akadilan dan diskriminasi‘yang bersumber dari pandangan

2.2.2.4
e) artinya tindak keker isi un non fisik
h salah satu jenis kelam
gara terhadap jenis kel : gender telah
rakter perempuan dan la
d dalam ciri-
berani dan

penurut dan

2.2.2.5
ang diterima salah

satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran
reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen.
Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja

diwilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka
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diwilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah
mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti
pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun

demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan.

Akibatnya mereka mengalar an yang berlipat ganda.*®

Segala bentuk ketid diatas, termanifestasikan dalam

banyak tingkatan yait jkat negara, ter organisasi, adat istiadat,

istri untuk

perikatan sebagai suam U RI No. 1

Tahun inan dijelaskan bahwa ikatan lahir

batin a ki dan seorang perem istri dengan

tujuan ga yang bahagia dan keka hanan Yang

Maha alam hal me tu perkawina t diperlukan

kerja s ng baik an stri dalam hal me an hak dan
kewajib ing-masing pi

alah sesu?*gnlﬂsp Ae iseorang S¢ a memenuhi

kewajib Jilaksanakan

oleh seseora s apatkan hak. Dalam ha apa ya amakan hak istri

®Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2011),h. 15.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992), h. 67.
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merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban istri.*’ Hak dan
kewajiban suami istri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak
dan kewajiban suami istri demikian detailnya, agar suami istri dapat menegakkan

tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang

dibangun oleh suami istri merupaka i.dasar dari tatanan masyarakat. Apabila

sendi dasar ini dibangun de menciptakan tatanan masyarakat
yang baik pula.

Hak dan keduduke engan hak dan kedudukan suami
baik da at, sehingga
diputuskan
tri. Beberapa pasal dal ahun 1974

ndisi dan posisi perem snya sebagai

luhur untuk
arakat. Pasal
gan hak dan
dup bersama
dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

hukum. Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

°Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Perspektif Hukum Islam”, h.21.
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Kemudian Pasal 32 menyatakan bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat
kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini
ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib

saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin

yang satu kepada yang lain. Pasal 34 akan bahwa (1) Suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuan an rumah tangga sebaik-
dak boleh diabaikan oleh
asing dapat
i atas diatur juga dala da pe selanjutnya
Pasal 3 : erkawinan menentuka istri harus
n yang tetap.(2)Rumah edia g dimaksud

entukan oleh suami istri ber 2

dalam a
atakan bahw i istri wajib

saling ai dan member bantu r batin yang

satu ke in. sal 77 ayat ( i istri wajib
saling batin yang
satu ke memelihara
anak-ana ani, maupun

*'Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia(Cet. I;
Jakarta: Kencana, 2013), h.76.

?27ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.
52.
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kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.(4)Suami istri wajib memelihara
kehormatannya.
Pada undang-undang perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan

suami adalah sebagai pemimpin yang wajib melindungi dan wajib memberi nafkah,

sedangkan istri sebagai ibu rumah a yang wajib menjaga rumah tangga

suaminya. Artinya, istri j tetapi masih dalam wilayah
kepemimpinan suamin
Suami Istri Dalam Huku

a’ruf telah

(kebiasaan)

ari’at, kebaikan adab da Hal ini akan

ngan bagi suami dala inya, suami

hnya ia mempunyai ke ikan kepada

istri ses g ia minta.

emberikan yang harus

dipenu i i rmin dalam ketaata

keingin ng dan nikma

tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat disekitarnya.

2Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara (Cet. I; Jakarta: Gema Insani
Press, 1999), h. 48.

2Ali Yusuf As-Subki, Fighi Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Cet. I; Jakarta:
Amsah, 2010), h. 143.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



24

Adapun hak suami adalah mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri,
menjadi kepala keluarga memimpin keluarga, dan tidak mempersilahkan seseorang
yang tidak disukai oleh suami untuk masuk kedalam rumah kecuali jika diberi izin.?

Kewajiban suami adalah member nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang,

pangan, dan papan, membantu i mengurus anak, dan menyelesaikan
masalah dengan bijaksana

Hak istri adal tkan nafkah hir dari suami, menerima
menikah, diperlakukan anusiawi dan baik oleh
penjagaan,
wajban istri
kepada suami, mendidi anak dengan

baik da wab, menghormati sert i lam batasan

atan keluarga.”

ak suami tidak terlepas dari iban

istri tide pas dari kewa i
2.2.4.1. ouan Sebagai
baik sebagai ibu, uan ataupun s

mempuvPiAanaEPl RE ng kewa

dangkan hak

perempuan,

a.2’ Firman

7 - P A Feso sl
3 e J s Syl Gale ol s T

Zlprahim Muhammad Al Jamal, Tantangan Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Pustaka
Azzam, 2000), h.140.
%|prahim Muhammad Al Jamal, Tantangan Wanita Muslimah, h. 137.

?’Muhammad Albar, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Cet. I; Jakarta: Daar Al-Muslim,
1994), h.26.
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Terjemahnya :
Dan para wanita mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada istrinya.?®

Wanita mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi, sehingga Allah

menjadikannya sebagai salah satu tanda.di antara ciptaan-Nya, dimana pada wanita

Allah menciptakan rasa tentra sebagaimana Allah Subhanahu Wa

Ta’ala berfirman dalam

4, ///
-

JQ\ 4.«9-)) 0.3).»

Terjemg

rti ia telah
an fungsinya

am, ia telah

sukses j arus mamE menjadik ya menjadi
wanita PA
Jak terhadap
suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan bersama

yang harmonis. Nabi saw, mengajarkan:

**Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.36.
*Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.406.
**Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, h. 57.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



26

Siladalgle Cialp dtio Ul g5l 133,85 Sulgad) & 38513 Ga e Ladl) A
da 2y dia b

Artinya:
“Sebaik-baik istri adalah yang
melihatnya, taat kepadam
kehormatan dirinya dan ha

dapat menyenangkan hatimu bila kamu
ila kamu suruh, serta dapat menjaga
mu.” (HR. Thabram)

Menurut petunjuk R dapat memetik pelajaran sebagai
berikut:

hati suaminya. la harus
intaan yang
ang menarik
dan kedamaian. Seora jadi pelipur
lara da i hati di kala suami i usahan atau

ri harapan ketika suami

istri

aat kepada suaminya. Mes lebih tinggi

atau lebih b a, istri tetap

akan dengan

Jika suami
erantau, istri
yang akan
menganggu keutuhan rumah tangga. la dilarang menerima tamu laki-laki selain

muhrim dikala suaminya tidak ada kecuali atas izin dari suaminya. Begitu juga harta

*Sayyid Sabiqg, Fighi Sunnah Juz Il (Maktabah al-Masjid an-Nabawi, CD Maktabah Syamila,
t.th), h.199.
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benda yang ada di rumahnya adalah tanggung jawab istri untuk menjaganya. Kalau
seorang istri terpaksa harus bekerja di luar rumah, ia tak lepas dari tanggung jawab
ini.

Keempat, sebagai istri ia tidak diperkenankan menolak ajakan suami. Bahkan,

seorang istri tidak diperbolehkan puasa sunnah tatkala suaminya ada di
rumah, kecuali telah minta izi

g tempat bercocok tanam

nam, Maka
saja kamu
bertakwalah
ui-Nya. dan

(seperti) tanah tempat
mpat bercocok-tanam
kanlah (amal yang baik
etahuilah bahwa kamu
orang-orang yang beri

ak bisa di anggap sepele. Tidak sedikit wa rir memiliki

sendiri dan ji seorang istri

dianggap sebagai orang tua sendiri sehingga apabila orang tua atau mertua usianya

sudah lanjut, hendaknya tidak mengucapkan kalimat dengan nada yang kasar atau

*>Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, h. 57.

*Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.35.
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keras. Ucapkanlah kepada orang tua atau mertua dengan perkataan lemah lembut dan
doakanlah mereka sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kesalahpahaman dengan pihak
orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran rumah tangga.

Keenam, istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami, dirinya, dan

keluarganya. Dalam potongan ayat

Terjemahnya:

empat tidur, pantang orang lain,

sekalip Dalam hal ini termasu . baik orang

tua dan

istri adalah
tanggu < an berumah
tangga. : harus bisa

menyei

berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI

No.1 Tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan

**Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.29.

**Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara , h. 6.
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sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan
fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

sendiri, meski kedua orang tuanya te i %
Peranannya sebagai.i diterangkan dalam al-Quran dan
hadits Nabi saw. sebag bih ditekankan pada usaha

pembinaan keluarga‘untuk mewujudkan keluarga bahagia ata

Sebagai ibu, ia harus be
i orang beriman dan
h swt. Dalam Q.S At-T

Gl FEe ;. 1z T 2

mu dari api

anak kelak

bergantung pada bagaimana ibu mendidiknya. Kedudukannya sebagai ibu rumah

**Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Perspektif Hukum Islam”, h.23.

*’Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.560.
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tangga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Sebagaimana

disabdakan Rasulullah saw.
A ey Gy 35wl b el Bioa
Artinya:

“Dan seorang wanita ad
jawab atas kepemim

i rumah suaminya dan bertanggung

Seorang perem S tunya sebagai ibu rumah

a sendiri. Karena, seorang

anya. Sebagai ibu rum wajib untuk

ik sebab ia akan dimint an di akhirat

nafkah tidak ada kewaj hkan untuk

I dan tidak akan dimintai a. Kalaupun

Kaum perempuan yang dalam "kesehariannya menghabiskan waktu untuk

urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja, memasak, menghidangkannya

*Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Juz VIl (Cet. I
Semarang: Asy Syifa’, 1993), h. 126.

**Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, h. 56.
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di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur (mencuci, membersihkan
dan menyiapkannya kembali) merupakan hal yang telah menjadi budaya. Seorang
hakim dalam mengurus urusan rumah tangga seperti hal yang di atas adalah suatu

kewajiban yang harus dijalani setiap ibu rumah tangga. Namun, dalam menjalankan

kedua peran tersebut harus dapat m ktu antara keluarga dan pekerjaan.
2.2.4.3.Sebagai masyaraka
rkumpul dan berinteraksi

ebutuhan bersama. D hidupan bermasyarakat,

up dan menjaga keruku
ibannya, ikut berperan a

g baik dan tumbuh dala

dalah segala
buh ataupun
atau secara
kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).
Perempuan muslimah dapat melakukan kegiatan karir di luar rumabh,
manakala kegiatan profesi (karir) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga

dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhurnya membantu suami, ayah, atau
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saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban
pada jalan yang baik dan sebagainya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh perempuan dalam meniti karir diluar rumah, diantaranya;

a. Pergaulan perempuan.

b. Cara berpakaiannya.

c. Etoskerjayang i
2.3 Tinjauan Konse
2.3.1 Konsep akim Perempuan
23.1.1
dalam

n yang membatasi pe
udukan tertentu. Misa

diharapkan
Ja, perilaku

rga diharapkan bisa memberi
sangsi dan lain-lain.”*
gian yang dimainkan i eadaan dan
cara tin menyelaraskan diri dengan
23.1.2 ian Peran Ga
anda adalah ih yang di jalankan waktu yang
lam hal ini dalah peran ¢ perempuan
sebagai g suamiFﬁtHEvP—klRaEn peran perempuan

“Rina  Wahyu, Teori Peran, https://teori-peran-rhole-theory (diakses pada tanggal
02/06/2018).

“Denrich Suryadi, “Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran
Ganda”, https://www.google.co.id/search=peran+ganda+adalah (diakses pada tanggal 02/06/2018).
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Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan
mempertahankan hukum syara’ dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.
Oleh karena itu Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang yang akan diangkat

menjadi hakim,dengan tujuan agar orang-orang yang memegang jabatan sebagai

hakim adalah orang yang benar-ben wibawa, luas pengetahuannya dan dapat

dipercaya dengan harapan d a dengan seadil-adilnya.
2.3.1.4 Perempuan
salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Istilah

masih anak-

lan

lan biasa disingkat: PA) a i Jkat pertama

k

aan kehakiman di lin \gama yang

aka
di ib

kabupaten atau kota. Peng Aga ntuk dengan

siden. Penga garakan pen hukum dan
tentu antara
ibah, wakaf,
kan hukum
ang-Undang
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama terdiri
dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

*Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perempuan (diakses pada tanggal 02/06/2018).
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https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wasiat_%28disambiguasi%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Infaq
https://id.wikipedia.org/wiki/Shadaqah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syari%27ah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syari%27ah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Panitera
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurusita&action=edit&redlink=1
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perempuan
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Dalam penelitian ini mengambil teori maslahah dan teori gender. Teori
Maslahah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan
manusia, karena Maslahah merupakan subtansi dari Magasid al-Syari’ah yang

dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk

maslahat (kebaikan) atau mafSada an), dapat terealisasikan apabila lima

unsur pokok dapat diwujud ima unsur pokok tersebut ialah
der menjelaskan bahwa pembagian peran laki-laki dan
ogis, tetapi

itu, adapun

bentuk- etidakadilan gender a mencakup
ialah m asi, stereotipe, violence

m menjalankan perann tangga dan

rus memperhatikan tugasn ang dimana

dari hak dan eorang istri. Jjga nantinya

dapat d bahwa seora lam menjale edua peran

alam rumah

yang IebpnnnivEManEa diband

n atau hanya

badi. Secara

rangka pikir
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A
Peran Ganda
Hakim Perempuan

Teori Maslahah Teori Gender

a. Memelihara a. Violence
Keturunan b. Double Burden
b. Memelihara Harta

Hakim
Perempuan

!

Hak & Kewajiban

Keadilan Pengabdian

PAREPARE"

Keterangan :

Hubungan yang tidak terlalu difokuskan

[ ] Fokus penelitian

— Hubungan yang fokus penelitian

35
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode

Penelitian kualitatif giatan yang sistematis untuk

memperoleh jawaban : i de ini dimaksudkan untuk

normatif yaitu merujuk hadits yang
impinan perempuan. uridis yaitu
melihat j itian yang sebagaimana alam UU RI
erkawinan. Sedangkan, pe iologis yaitu

zaman Nabi

puan yang

yenelitian ini

3.2.2 Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah (3) tiga bulan.
3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

37
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3.3.1 Peran ganda hakim perempuan terhadap kedudukan perempuan mengenai hak
dan kewajiban suami istri di Pengadilan Agama Parepare.
3.3.2 Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri disini

dimaksud yaitu terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatakan

bahwa seorang istri wajib menguru mah tangga dengan sebaik-baiknya.
3.4 Jenis dan Sumber Data
penelitian Ia ield research) karena data

Sedangkan sumber data ‘diperoleh dari data primer dan

ata empiris yang bersu atkan secara

rempuan di Pengadilan

u data pendukung yang te sedia a penelitian
. Data seku g diperoleh

dari pe ini yai ternet serta inform pihak-pihak

a teknik dan

atu dengan yang

lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid
dan otentik.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini

menggunakan beberapa metode yaitu :
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3.5.2

39

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya
pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap
objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah;

dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model

observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan®. Yaitu

observasi yang dilal J.berperan sebagai anggota yang
berperan serta . are penelitian. Dalam hal ini
data dengan melakukan
para hakim
di Pengadilan Agama (7) hakim

ketua Pengadilan Aga taranya tiga

n yang bertempat tin empat (4)

ber tinggal di luar kota Pa berdomisili

e ada 1 haki anya sudah
arga.

cara (intervi mpulan data i interview

berbagai P*lnnEePwannelitian d al ini Hakim

¥: peroleh ada

adalah berupa
pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali

informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

h.38.

*Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
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Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah
Para Hakim Perempuan.
3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan

44

sebagainya yang ada hubungg dengan topik pembahasan yang diteliti.

Dokumen merupakar digunakan untuk mengumpulkan

alitatif. Dalam umentasi yang digunakan

diolah dan

terview.

pakan proses sistem pengaturan

tatan lapangan, dan yang telah

ingkatkan pemahaman se ateri-materi
kan kepada

ini adalah

pribadi,

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 231.

*Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2011) h.3.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



41

Penelitian ini membahas tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan
Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974) menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen,

dokumentasi, serta wawancara dengan para hakim perempuan.

Teknik analisa data yang lam penelitian ini adalah analisa yang

bersifat kualitatif, maksud ukan hanya berdasarkan pada
fakta yang ada dan udian dipaparkan dalam
bentuk deskriptif.
Dal:
3.6.1 nalisis atau
gan menarik kesimpula i sikap yang

arkan fakta-fakta yang
3.6.2 S aitu teknik yang digu eroleh data
esimpulan berupa prinsip a : laku khusus

rkan atas fakt um.

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare i dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958

setelah diterbitkan SK/Men ang Pembentukan Balai Sidang
Pengadilan Agama P3 , i'ah Kotamadya Parepare

yang berkantor di serambi M ekarang jid Agung Parepare)
Kotamadya
Pada tahun
ersebut masing-masing ah Syariah

secara ahkamah Syari’ah Par rpili memimpin

Mahka i p, sehingga praktis ah h Parepare

0S0 impinan. Untuk itu dipilih

angka untuk

posisinya. *®

berkantor di Ser. selama beberapa maka pada

2tua yang ke i uk mendirika ah gedung.
DA Parepare
Sudirman),
peletakan batu
pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m? dengan luas

bangunan 10 x 15 m2. Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April

**PA Parepare, Sejarah Pengadilan Agama, https://paparepare.go.id (diakses pada tanggal 5
mei 2018).

42
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1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat
pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan
didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m?2 untuk ruang Ketua dan

ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai

Rumah Dinas Pengadilan Agama Pa
Pasca satu atap di amah Agung RI, pembangunan
gedung kantor Pengsa ama di sangat diprioritaskan tak

terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun tahun anggaran

engan pematangan lah

oleh KPTA Makassar

8. Setahun kemudi 2009

ma selesai. Selanjutnya p edung yang

ngga untuk

tahun 2011 yang pagar. Kini

ilan Agama P

pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari
Walikota Parepare sebagai Juara | lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan
Kantor pada tahun 1999, juara Ill pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002,

dan 2003, serta juara 1l pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.
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Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun.
Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:
4.1.1.1 K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
4.1.1.2 K. H. Aqgib Siangka (periode 1967-1980);

4.1.1.3 Drs. H. Muh. Hasan H. Muhg periode 1980 -1986),
4.1.1.4 Drs. A. Saiful Isla
4.1.1.5 Drs. M. Djufri

4.1.1.6 Drs. H. M. RasL periode 1995 -1996

asse, S. H., M. H. (priod
4.1.1.10 . S. H., M. H (periode 20
H., MH (Periode 2010
41.1.12 . uju, SH., M.H (Periode 201

diantaranya

hakim dpn(nu Eapkﬂibanyak 1

4.1.1.2 Dra. Hadira.
4.1.1.3 Muh.Nasir, B.S.H.
4.1.1.4 Dra. Hartini Ahada, M.H.
4.1.1.5 Dra. Fatmah Abujahja.
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4.1.1.6 Mudhirah, S.Ag.,M.H.
4.1.1.7 Mun’amah, S.H.I.
4.1.1.8 Salmirati, S.H, M.H.
4.1.1.9 Khoerunnisa, S.H.l.

4.1.1.10 Satriani Hasyim, S.H.I.
4.1.2 Visi dan Misi Pengac

' ir lan .
ujudkan peradilan yang dan .
s dari campur tangan pi !
perbaiki akses pelayan ng pe pada
asyarakat.

- Me i i nternal pada
per
Me ilan yang ef

PAREPARE

Tabel. 1 Visi dan Misi PA Parepare®’

*’PA Parepare, Visi Misi Pengadilan Agama, https://paparepare.go.id (diakses pada tanggal 5
mei 2018).
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4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag,

shadagah dan ekonomi syari’ah imana diatur dalam pasal 49 Undang
undang Nomor 3 tahun 200¢
ugas pokok da 1ang tersebut, Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

iteraan bagi

a aan dan e
nan dibidang administ ara b , kasasi dan
erta administrasi peradil a;
nan administrasi um ada . unsur  di
ilan Agama (umum, kepeg dan gan kecuali

n nasehat te ukum Islam

4132

4133

4134

tahun 1989

pembagian
harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang Yyang beragama
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam
pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;
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4.1.3.6 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap
advokat / penasehat hukum dan sebagainya, dan;

4.1.3.7 Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan

pada tahun hijriyah.
Disamping itu dalam ayanan yang prima kepada para
pencari keadilan di aka dalam melaksanakan
sedur (SOP), yang telah
ang tertuang
W20-A20
1644.a/ , tanggal 1 Oktober egai entasi dari

09 tentang Pelayanan yang innya antara
lain seb ikut

erja untuk setiap proses kerj

an tugas, ta an penguku hadap hasil
ri setiap posi
an wewena yang di oleh setiap

ukmePll REP AR E

4143

4144 dan tangung

4.1.4.5 Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

4.1.4.6 Profesionalisme  personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan
tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-

sistem yang dibangun .
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Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi
menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang
menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Dalam Standar Operasional (SOP)

tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

4.1.4.1 Penerimaan Perkara di Pengac ingkat Pertama ;
4.1.4.2 Pencatatan/Registrasi Jan PHS ;
4.1.4.3 Pendaftaran p a (Prodeo) ;

4.1.4.4 Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi e

Luar Ne edia

4141 rsida

4142 saia melalui mediasi ;
41.4.3 saia oleh Majelis Hakim ;
4144 paia an Putusan ;
4145 bilan Salina oleh pihak
ara;

balian Sisa P

emberkapnkn(E Pkln E

4.1.4.10 Sita Jaminan,Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
4.1.4.11 Permohonan Banding ;
4.1.4.12 Permohonan Perkara Kasasi ;

4.1.4.13 Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
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4.1.4.14 Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
4.1.4.15Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat

Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan
Agama Parepare telah menyusunstandar pelayanan peradilan pada Pengadilan
Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor :
W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X / 2015 tanggal-1 Oktober 2015. Standar
Pelayanan Peradilan  pada Pengadilan Agama Parepare tersebut disusun
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 026/KMA/SK/I1/2012
tanggal 9 september 2012.*®
4.2 Pandangan Hakim Perempuan Tentang Hak dan Kewajiban Menurut Pasal

34 UU RI No.1 Tahun 1974

Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dalam merespon UU

Rl. No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, Khoerunnisa

menjelaskan dalam wawancara;

Menyikapi undang-undang.tentang perkawinan tersebut ‘bahwa posisi saya
dalam mengurus rumah.tangga dengan semaksimal mungkin meskipun
bekerja, urusan rumah tangga tetap juga terkontrol. Hal-hal yang menjadi
kebutuhan anak-anak tetap saya urus, sejak bangun pagi disiapkan sarapan
dan suami. Artinya, Meskipun_pasisi saya sebagai hakim, sebagai ibu rumah
tangga tetap menjalankan: hak=dan kewajiban=sebagai isteri. Artinya, tetap
dibutuhkan..saling...pengertian dan.memahami,.satu..sama lain dalam
menjalankan tugas masing-masing.Kadang-kadang suami juga ikut membantu
dalam urusan domestik, manakala sibuk dalam tugas saya sebagai hakim.™

Tanggapannya mengenai undang-undang tentang Perkawinan bahwa rumah

tangganya tetap berjalan dengan harmonis walaupun seorang perempuan berperan

*®PA Parepare, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, https://paparepare.go.id (diakses
pada tanggal 5 mei 2018).

*Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/ 2018).
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ganda dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tugasnya masing-masing.

Oleh karena itu, hak dan kewajibannya sebagai istri tetap terkontrol dengan baik.

Tugas

menjadi seorang istri dalam hal urusan domestik tidak selamanya menjadi

tugasnya, namun suami juga berhak untuk mengerjakan tugas tersebut.

Selanjutnya Mun’amah menjelaskan;

“UU RI No. 1 Tahun_1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, menurut
saya ini bagus karena dari UU tersebutlah menyadarkan akan hak dan
kewajiban sebagal seorang istri. Baik seorang-hakim maupun sebagai ibu
rumah tangga semuanya menjadi tugas utama. Akan tetapi, tugas utama
tersebut bersifat relatif. Jika, dalam konteks membutuhkan keberadaan saya
dalam_melakukan tugas_itu. Maksudnya, adalah jika pilihannya ada urusan
kantor, secara tiba-tiba anak dalam keadaan sakit keras di rumah, tentu
mendahulukan mengurus anak yang sedang sakit walaupun ada tugas hakim
yang harus diselesaikan secara bersamaan. Melihat dari aspek maslahat dan
juga mufsadatnya,jika terjadi‘sesuatu yang dapat membahayakan keadaan di
rumah maka tentu ada peluang untuk meninggalkan pekerjaan di kantor.
Kecuali, jika hal itu tidak membahayakan. Maka tentu memilih untuk
melaksanakan tugas-tugas di kantor.”>°

Menjadi ibu' rumah tangga dan perempuan karir adalah tugas utama yang

harus dilaksanakan. Maka dari itu, mengurus rumah tangga menurut ibu mun’amah

adalah suatu hal yang bersifat relatif.

Satriani Hasyim menjelaskan bahwa hakim perempuan dalam UU RI. No. 1

Tahun 1974, adalah;

urusan

*Meletakkan UU RI. No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri
dapat dinegosiasikan dalam rumah tangga, dan bisa saja melakukan urusan
rumah tangga, kontra. dengam WU tersebut® Tetapi, didasarkan dengan
kesepakatan bersama. Menurut saya, sebisa mungkin keduanya di selaraskan.
Selama tidak ada urusan keluarga yang sangat darurat misalnya kematian dan
sakit keras, maka tugas sebagai hakim yang diutamakan, maksudnya
mengutamakan kepentingan di kantor daripada pribadi.”

Respon dari ibu Satriani, hak dan kewajibannya sebagai istri menurutnya

rumah tangga dapat dinegosiasikan. Sedangkan, dalam UU tentang

**Mun’amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018).

>'Satriani Hasyim, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
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perkawinan bahwa seorang istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-
baiknya. Dalam UU tersebut terdapat kata wajib yang artinya harus dilaksanakan.
Maka dari itu sangat penting bagi seorang istri tidak boleh mengabaikan urusan
rumah tangganya, meskipun berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan hakim.
Sebab kepemimpinan seorang perempuan terletak dalam rumah tangga dan
keluarganya.

Selanjutnya Salmirati menjelaskan;

“Hal yang sama diungkapkan dari ibu Mun’amah karena baginya UU tentang
perkawinan telah menyadarkan seorang perempuan Karir_sebab ada hak dan
kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang istri.”>?

Kesuksesan seorang perempuan karir dapat dilihat dari keluarganya, karena
jika urusan keluarga dan pekerjaan “bisa dijalani dengan baik maka hak dan
kewajibannya terpenuhi sebagai seorang istri.

Selanjutnya Fatma Abu Djaja menjelaskan;

*Mengenai UU Rl No 1 Tahun 1974 dalam hak dan kewajiban suami isteri,
tidak boleh ditinggalkan oleh seorang isteri termasuk dalam mengurus rumah
tangga..Bukan berarti menjadi seorang hakim, urusan rumah tangga harus
diabaikan, sebagai seorang isteri harus cermat mengatur waktu untuk urusan
rumah tangga dan urusan sebagai ‘hakim. Di antara kedua peran tersebut,
diutamakan yaitu urusan kepentingan negara dibandingkan dengan urusan
kepentingan pribadi, sebab'menjadi seorang hakim itu tidak gampang, dengan
dilindungi dan dijaga oleh negara. Dengan begitu diluar dari hal yang tidak
darurat maka tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut >

Selanjutnya tanggapan terakhir-dari Hadiras-menjelaskan;

“Mengenai-UU.No.1 Tahun 1974 tentang-hak-dan-kewajiban sebagai suami
istri, tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.
Sebab sebuah kewajiban seorang isteri itu tidak boleh ditinggalkan walaupun
sebagal wanita Karir, tugas sebagai isteri harus dijalankan dalam mengurus
rumah tangga dengan sebaik-baitknya, Namun demikian pentingnya hakim
perempuan _seba%li isteri cermat membagi waktu dalam melaksanakan tugas
masing-masing.”

>?Salmirati, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
>*Fatma Abu Djaja, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
>*Hadira, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
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Berdasarkan pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban
menurut Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa menimbulkan Pro
dan Kontra. Pendapat yang pro menurutnya UU No. 1 Tahun 1974 telah

menyadarkan perempuan Kkarir karena pentingnya hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh seorang istri, n bekerja sebagai seorang hakim dan

tugasnya sebagai ibu ruma dengan baik sebab seorang hakim

perempuan di Pengag a Parepare daf eimbangkan antara urusan

tangga. Sebab pi eluarga juga mendukung dan

kontra menurutnya UU bahwa hak

dan ke apat dinegosiasikan dan kedua tugas
kesepakatan bersama. i ma keadaan
a sebagai seorang hakim le ama

ing hak dan g suami atau lam UU Rl

74 juga diatur hak ama antara s

dan ke bersama m emperteguh perkawinan

antara D apa yang

menjad ah memikul
kewajiba adi sendi-sendi
dasar dari susunan masyarakat memiliki‘kediaman atau tempat tinggal yang tetap dan
saling cinta-mencintai hormat-menghormati, serta memberi bantuan lahir batin yang

satu kepada yang lain.
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4.2 Peran Ganda Perempuan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di
Pengadilan Agama Parepare
Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare, mengemukakan bahwa
selain dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, juga sebagai ibu menjalankan

tugas dalam rumah tangganya. Pandangan Khoerunnisa dalam wawancara;

“Pengangkatan menjadi seorang hakim. sejak 2010 sampai sekarang dan
sudah berkeluarga tetapi sebelum menjadi hakim belum berkeluarga. Saat ini
sudah mempunyai dua anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki.
Anak pertama sudah berumur tujuh tahun kelas 1 Sekolah Dasar dan anak
kedua berumur tiga tahun lebih, dan belum sekolah. Awal ketemu di
pendidikan, pada saat pelatihan. Saya dan suami dari awal sudah komitmen,
artinya jika urusan rumah tangga tidak maksimal terlaksana, suami memahami
kondisi saya sebagai hakim. Suami saya bekerja di Pengadilan Negeri,
sehingga suami memahami-tugas saya di Pengadilan. Dalam mengurus rumah
tangga itu sudah menjadi resiko saya sebagal ibu rumah tangga dan hakim.
Suami juga kadang ikut membantu dalam mengurus rumah tangga, kesibukan
dipagi hari mulai dari kebutuhan anak-anak sampai dengan keperluan dapur,
saya yang mengurusnya dibantu dengan asisten rumah tangga dan juga ada
ojek carteran untuk antar jemput anak. Saya bekerja di kantor mulai pagi
sampal sore, nanti setelah pulang kantor saya baru mengurus rumah tangga.
Jadi, walaupun saya bekerja tetap memperhatikan agar keluarga tidak
terbengkala. Maksudnya urusan rumah tangga berjalan dengan baik dan
begitupun dengan urusan kantor. Sebagai wanita karir' Silap menanggung
segala resiko yang harus dihadapi baik itu.ringan ataupun berat. Menjalankan
kedua peran tidak sama ‘sekali.terbebani. Antara urusan kantor dan urusan
rumah tangga sama-sama penting dan merupakan kewajiban bagi perempuan
karir. Maka dari_itu, menjadi hakim dan ibu rumah tangga harus cermat
membagi waktu.”

Menjalankan urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan adalah hal yang tidak
mudah dijalani_bagi_perempuan _karir~" Namun, mertpakan kewajiban bagi seorang
isteri. Sebagai perempuan karir, dunianya bukan hanya urusan pekerjaan apalagi jika
sudah mempunyai anak maka statusnya sebagai ibu lebih berat tanggungjawabnya
dibanding perempuan single. Seorang perempuan yang bekerja dan juga sebagai ibu

rumah tangga ialah konsep peran ganda yang dijalani. Sebagai seorang hakim dan ibu

>>Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/2018).
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rumah tangga dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah mudah dibanding
seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sebab sebagai seorang ibu rumah
tangga dalam kesehariannya mengurus anak-anak dan mempersiapkan segala
kebutuhan keluarga termasuk pengabdian yang sempurna yang dilakukan oleh
seorang isteri. Sedangkan, Ibu .Khoerunnisa sebagai seorang hakim dalam
kesehariannya dibantu dengan asisten rumah tangga maka dari itu kewajibannya
sebagai isteri tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dalam UU RI. No 1 tahun 1974
menjelaskan bahwa seorang isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-
baiknya. Maka dari itu harus memperhatikan keluarga agar rumah tangga tetap

bahagia dan harmonis.
Pada saat bersamaan ketika wawancara di Pengadilan Agama Parepare,

menurut Mun’amah, adalah;

*Saya menjadi hakim sejak tahun 2009, sudah berkeluarga dan mempunyai
anak, suami bekerja sebagai dosen. Menjadi hakim itu sudah dari awal dan
perlu komitmen yang tinggi untuk dijalaninya. Oleh karena itu, saya dan
suami sudah komitmen dan siap untuk mengambil resiko apapun. Suami saya
tidak ada masalah dalam pekerjaan saya sebagal seorang hakim. Saya dan
suami tidak tinggal seatap-karena hekerja'di daerah lain." Anak saya tinggal
bersama dengan neneknya. Waktu bertemu anak dan suami, biasa dalam dua
minggu sekali saja. Pada saat itu peran sebagai ibu rumah tangga berfungsi
ketika bertemu dengan suami dan anak, karena resikonya saya di tempat yang
berbeda dengan suami: Jadi diperlukan kemampuan untuk dapat membagi
waktu untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan. Jika tempat tugas sudah
dekat, kami tinggal jbersama=dengam keluarga. Peran domestik itu tidak
sekedar mencuci, menyapu; memasak;.dan. sebagainya. Artinya melakukan
peran tersebut apabila jika bersama dengan keluarga dan suami tidak sama
sekali terlibat dalam peran tersebut. Menyelesaikan kedua peran tersebut
dengan cara membagi waktu dan tidak terbebani karena sudah menjadi
tanggung jawab bagi saya. Artinya saya disini bukan hanya sekedar fokus
bekerja di kantor, walaupun sayaidan suami jauh tetap harus mengontrol yang
menjadi hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan juga anak.” °

Melihat dari rumah tangga yang dijalani oleh ibu Mun’amah, memberi

pelajaran bagi kita karena jauh dari anak dan suaminya. Hal seperti itu, jarang

**Mun’amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018).
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didapatkan rumah tangga yang berjalan dengan baik, karena jauh dari keluarga dan
sibuk dengan tugas masing-masing membuat hubungan menjadi tidak langgeng tetapi
rumah tangga ibu Mun’amah seperti rumah tangga yang seatap dengan keluarganya.
Sebab, keseimbangan dalam mengatur waktu dan menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat
sesungguhnya merupakan tujuan dan sejalan dengan. nila-nilai ajaran Islam. Menjadi
hakim adalah pemimpin, pemimpin terhadap setiap permasalahan yang dihadapi.
Oleh karena itu seorang isteri tanggungjawabnya sebagai orang tua untuk mengurus
anak-anaknya sebagai bekal masa depan dan harus membatasi tugasnya diluar rumah
sebagai perempuan karir.

Hakim perempuan lainnya di Pengadilan Agama Parepare, Satriani Hasyim

juga menyampaikan hal yang sama dalam wawancara;

#Saya menjadi hakim sejak tahun 2013, sudah berkeluarga dan mempunyai
dua orang anak, suami bekerja di Departemen Keuangan. Tanggapan suami
mengenai pekerjaan sebagai seorang hakim itu tidak ada masalah karena
sudah paham dengan tugas sebagai hakim. Disamping itu, Saya sebagai
perempuan yang bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Menjalankan kedua peran saya dan suami saling membantu dalam
urusan rumah tangga. Saya_bekerja dan suami juga bekerja, yang mengurus
anak saya menggunakan jasa Pengasuh. Pada saat pulang kerja disitulah saya
mengambil alih pekerjaan sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anak.
Peran domestik adalah tugas bersama suami istri dan suami turut membantu
dalam mengurusnya. Meskipun suami mengerti akan hal tersebut dan ikut
membantu dalam urusan rumahrtangga, tidak ada lagi permasalahan mengenai
urusan dalam.rumah-tangga.misalnya-harus-menyediakan makanan di atas
meja walaupun rumah tangga yang lain menganggap sebuah hal yang
istimewa tapi bagi saya dan keluarga itu sudah biasa dan tidak menimbulkan
permasalahan. Menyelesaikan™ peran keduanya secara bersamaan dalam
kehidupan sehari-hari yaitu saya di rumah dibantu oleh art (asisten rumah
tangga). Bukan berarti ia yang sepenuhnya mengurus rumah tangga, sebab
jika saya sedang istirahat pulang ke rumah untuk mengurus anak dan pulang
kerja saya biasa membantu pekerjaan lainnya yang belum diselesaikan.
Menjalankan kedua peran tersebut, saya tidak terbebani jika semuanya
dikerjakan dengan ikhlas, sebab menjadi hakim dan seorang ibu rumah tangga
memang sudah menjadi tanggungjawab untuk dijalani.””’

*’Satriani Hasyim, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
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UU RI. No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa tugas perempuan sebagai
seorang isteri yaitu mengurus rumah tangga. Namun, lain halnya di zaman sekarang
ini dimana telah banyak seorang isteri keluar untuk bekerja sebagai perempuan Karir,
tetapi dalam hal tersebut yang dijelaskan oleh ibu Satriani bahwa seorang isteri jika
ingin bekerja diluar rumah harus.memiliki izin suami sebagaimana yang telah
dilakukannya. Adapun dalam pengurusan rumah tangga dan anaknya dibantu oleh
asisten rumah tangga dan pengasuh anak untuk mengurus. hal tersebut ketika sedang
bekerja, namun ketika pulang ke rumah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang ibu rumah tangga dan isteri. Dengan berjalannya antara karir dan urusan
rumah tangga ibu Satriani telah bisa‘memerankan peran gandanya dengan baik serta
ia bisa menghindari permasalahan yang akan timbul dikeluarganya.

Selanjutnya Salmirati menjelaskan;

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2010, sudah berkeluarga, suami saya
bekerja sebagai Hakim. Sama saja, menjadi seorang ‘hakim harus bisa
mengatur waktu dengan baik yang dimana kita menjalankan urusan rumah
tangga dan juga pekerjaan dengan baik. Karena suami saja jauh di Bone dan
anak saya dititipkanbersama neneknya.di.Soppeng. Jadi, nanti ketemunya
sabtu minggu dan bertemu itushanya melepas rindu dan soal urusan rumah
tangga biasanya kita kalau bertemu kadang-kadang makan di luar atau masak
sendiri untuk keluarga. yah, seperti itu peran yang saya jalankan. Dalam
penyelesaian antara kedua peran tersebut, mungkin bisa saya katakan bahwa
bisa terselesaikan dengan  baik. Karena saya dan suami masing-masing
bekerja dan tetap_pada profesi masinga-masing. Juga suami saya mengerti dan
paham betul mengenai kondisisaya.”

Peran ganda yang dijalani oleh sebuah keluarga yang tidak seatap merupakan
hal yang jarang ditemut karenanya kehidupan sehari-hari yang dijalant tidak terlalu
sibuk dibanding seorang istri yang tinggal seatap bersama keluarganya, tetapi bukan

berarti hal seperti itu seorang istri tidak mengurus keluarga baginya walaupun jauh

>#Salmirati, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
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dari anak dan suami tetap memperhatikan tugas sebagai seorang istri yaitu
memelihara hak dan kewajiban dengan baik.

Selanjutnya Fatma Abu Djaja menjelaskan;

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2006, sudah berkeluarga dan mempunyai
anak 5. Suami bekerja sebagai kepala dinas di Barru. Sama dengan jawaban
hakim yang lainnya yaitu pandai-pandailah kita membatasi waktu. Jadi jika
urusan kantor kita kerjakan-dikantor.dan urusan rumah dikerjakan dirumah.
Kalau mengenai masalah pasti adalah-masalah masing-masing di setiap
pekerjaan. Dan juga stres akan pekerjaan tersebut, seperti ada teman saya
yang jika ia di‘rumah dia stres tinggal di rumah dan menjadi tempat
hiburannya ituiadalah di kantornya, anak-anak saya sudah besar-besar dan ada
yang tinggal ‘bersama saya dan juga kuliah di luar daerah jadi bukan berarti
saya_mengabaikannya tetapi saya juga_tetap mengontrol keadaan mereka.
Menjalankan kedua peran tersebut, saya Eribadi tidak terbebani. Karena sudah
menjadi kewajiban untuk menjalaninya.”*®

Bekerja merupakan tabiat hidup manusia, akan tetapi tugas alami untuk
pekerjaan istri adalah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri ketika
bekerja diluar rumah dan jika istri sibuk bekerja maka seorang istri harus mampu
melakukan dan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Istri
juga harus mengurus urusan rumah tangga, menjadi ibu dan pendidik anak-anaknya.

Kaitannya lagi hakim perempuan.diPengadilan Agama Parepare sekaligus

sebagai libu rumah tangga, dalam wawancara disampaikan oleh Hadira adalah;

“Berprofesi menjadi hakim sejak tahun 1999 dan sudah berkeluarga, sedangkan
suami saya bekerja sebagal Kepala KUA di Enrekang. Suami saya sangat salut
mengenai pekerjaanpsayassebagairseorang:hakimgkarena bisa membantu mencari
nafkah keluarga. Menjalankan“peran‘sebagalhakim dan ibu rumah tangga, saya
bekerja semaksimal mungkin dan melakukan kewajiban sesuai dengan
kemampuan. Peran domestik itu tidak saja dapat diinterpretasi aktivitas dalam
mengurus rumah tangga, yakni“peran domestik seorang isteri tidak hanya
dipandang sekedar harus mencuci, menyapu, memasak, dan mengurus anak.
Tetapi seorang hakim bahwa peran domestik adalah suami dapat mengerti
dengan kondisi istri sebagai hakim, sehingga tidak menimbulkan permasalahan
dimaknai kondisi tersebut. Apalagi suami juga bekerja, maka hal itu sudah biasa
dalam rumah tangga, yang terpenting adalah dapat menjaga kerukunan keluarga

>’Fatma Abu Djaja, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).



58

agar tetap harmonis. Komitmen menyelesaikan peran keduanya, dengan
membagi waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin, termasuk urusan kantor
diselesaikan di kantor begitupun sebaliknya, sebab jika gagal dalam membagi
waktu tentunya rumah tangga akan runtuh dan berantakan. Dengan demikian,
suami dituntut harus memahami dengan pekerjaan yang dilakukan istrinya.
Menjalankan kedua peran itu, kadang-kadang ada beban yang dapat dialami,
tetapi tetap harus dijalani dengan sebaik mungkin. Sebab wanita pekerja, baik
bekerja sebagai guru, dokter maupun-hakim harus fokus tetap menjalankan tugas
secara amanah.”™

Istri adalah pemimpin rumah tangga dan akan.dimintai pertanggung jawaban
terhadap perbuatannya, istri yang bekerja secara material memiliki peranan penting
terhadap,perekonomian. karena.secara langsung.dapat.-memenuhi.kebutuhan pokok
dan menambah pendapatan. Keluarga dan berkarir adalah dua hal yang sangat
menyita perhatian istri ketika ia memutuskan untuk berkari di luar rumah, oleh karena
itu istri'yang bekerja harus benar-benar mampu membagi waktu dalam hal bekerja
dan keluarganya serta dalam beribadah.

Keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh seorang hakim, apalagi hakim
perempuan jika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami dan anak-anak.
Tentu dalam konteks itu urusan rumah tangga menjadi terbengkalai, termasuk
mengurus suami dan anak-anak. Menghadapi keadaan demikian, oleh sebagian besar
perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak sanggup untuk menjalani kehidupan
seperti dialami oleh hakim‘perempuan.

Beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat merespon
sesuai dengan pengalaman sebagail perempuan yang berprofesi sebagai hakim dan ibu
rumah tangga pada saat dimutasi di tempat lain. Khoerunnisa menjelaskan dalam

Wwawancara,

“Mutasi bagi hakim adalah konsekuensi dari profesi tersebut, komitmen awal
diangkat sebagai hakim, telah mengisi pernyataan untuk siap ditempatkan

®*Hadira, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).



59

dimanapun seluruh Indonesia. Sebelum menjadi hakim, mutasi harus siap
dihadapi untuk penempatan tugas baru. Telah menjadi resiko dari awal ketika
mengisi pernyataan bahwa siap dipindah tempatkan. Misalnya seorang hakim
menempuh kuliah di tempat dimana dia bekerja terus dimutasi, maka dibutuhkan
tahu memperhitungkan waktu mutasi dalam waktu menyelesaikan kuliah. Ada
beberapa hakim yang belum selesai kuliahnya, dimutasi di tempat baru lagi,
maka saat mengalami masa yang sangat sulit. Jika anak-anak juga sekolah harus
dipindahkan di tempat baru lagi. Kebanyakan anak hakim mulai sekolah kelas
satu sampai kelas enam, bisa.tamat dengan tiga atau empat Sekolah di tempati
belajar. Saat ini anakku-duduk di kelas satu.SD di Kota Parepare, kemudian
nantinya kelas dua_pindah ke Jawa. Empat tahun kemudian pindah lagi dan
jangka waktu mutasi itu tidak ada kepastiannya, tidak ada ketentuannya dan
yang ada sekarang minimal 4 tahun mesti siap di mutasi. Kalau misalnya saya di
mutasi,.maka saya tkut suami ke tempat mutasinya. Biasanya suami lebih awal
dimutasi sampai ada pengumuman mutasi, selanjutnya saya urus ke Badilag
untuk ikut suami menyusul di tempat mutasinya. Misalnya, dulu saya awalnya di
tempatkan di Masamba, menyusul suami yang dimutasi ke Masamba. Suami saya
keluar lebih awal untuk TPM terus di mutasi kemudian suami pindah ke Parepare
selama tiga bulan, saya urus karena ada TPM Pengadilan Agama Parepare.
Intinya adalah jika suami di mutasi, saya juga ikut beserta keluarga. Anak-anak
yang sekolah itu sudah resiko selalu pindah ke sekolah lain.”®

Sementara itu, Mun’amah menanggapi dalam wawancara temtang mutasi
hakim perempuan di Pengadilan Agama, adalah;

“Menjadi  scorang hakim - sekaligus-ibu rumah tangga dalam menjalankan
keduanya saya tidak sama sekali terbebani karena sudah menjadi tanggung jawab
saya. Seorang hakim, sebelum ia diangkat menjadi hakim dia memang sudah
memberi sumpah untuk hal mutasi bahwa ia‘harus siap di tempatkan dimana saja.
Jadi, jika saya di mutasi oleh pimpinan tu tidak menjadi masalah karena awalnya
memang sudah diketahuifdan“sudah imenjaditresike bagi keluarga.dan harus siap
menjalani hal tersebtt walaupun“Kita'dan Keluarga®harus berbeda tempat tinggal.
Karena disitulah dilihat bagaimana sifatnya suami kepada kita apakah ia
mengerti dengan kondisi kita sebagai seorang hakim. Jika ia mengerti ia tidak
ada masalah untuk hal tersebut.”*

Berdasarkan respon para hakim perempuan di Pengadilan Agama tentang

kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana dalam UU

*'Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/2018).

®’Mun’amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018).
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RI. No 1 tahun 1974, bahwa sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga
tanggungjawabnya sebagai seorang isteri tidaklah mudah karena keduanya
merupakan persoalan penting yang harus dilaksanakan. Melihat dari peran ganda
yang dijalani oleh hakim perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, dari hasil
penelitian penyelesaian kedua peran.tersebut haruslah cermat untuk membagi waktu.
Kemudian, dalam mengurus rumah tangga tidak sepenuhnya dilaksanakan sebab
dibantu oleh asisten rumah tangga dan pengasuhanak. Maka dari itu tugasnya sebagai
seorang isteri dilaksanakan ketika pulang kerja atau mempunyai waktu luang.

Memerankan keduanya sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama
Parepare, ada yang telah memerankan keduanya dengan baik dan juga hanya sekedar
mengabdi untuk negara. Sebab berjalannya karir dan urusan rumah tangga, keluarga
tidak terbengkala maka telah melaksanakan kedua perannya dengan baik dan harus
dikerjakan dengan ikhlas karena sudah menjadi tanggung jawab dari perempuan karir.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagal alternatif yang
dapat dipilih berdasarkan kesepakatan.antara Suami dan isteri, sehingga ketika kondisi
menghendaki, keduanya dapat sbertukar tugas berdasarkan ‘prinsip kerjasama
(kooperatif). Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan isteri berperan sama
sebagai ‘pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, isteri sebagai pencari
nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara
umum terjadi. Tetapt, dalam kondist di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas
reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai
pencari nafkah secara mutlak.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan

kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik



61

melakukan tugas kerumahtanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan salah.
Konkritnya, tugas-tugas domestik isteri, seperti mencuci piring dan pakaian,
menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya

menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan

perhitungan jam kerja. Upah yan n ini masuk dalam kategori kekayaan
pribadi perempuan yang ti
Menjadi seor iperlukan si gung jawab yang penuh
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut

UU RI No. 1 tahun 1974 ten erkawinan bahwa menimbulkan pro dan

kontra. Pendapat yan No. 1 Tahun 1974 telah
dan kewajiban yang harus
hakim dan
bab seorang
eimbangkan

€ngan urusan rumah ta

tentang perkawinan 3 jiban suami

ikan dan diselaraska jas tersebut

esepakatan bersama. Oleh k

an Agama ia gurus rumah

agai seorang

dilaksanakan, dari hasil penelitian penyelesaian kedua peran tersebut haruslah
cermat untuk membagi waktu. Dalam memerankan keduanya sebagai seorang
hakim di Pengadilan Agama Parepare, ada yang telah memerankan keduanya

dengan baik dan juga hanya sekedar mengabdi untuk negara. Sebab
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berjalannya karir dan urusan rumah tangga, keluarga tidak terbengkala maka
telah melaksanakan kedua perannya dengan baik dan harus dikerjakan dengan
ikhlas karena sudah menjadi tanggung jawab dari perempuan Karir. Keluarga

dan berkarir adalah dua hal yang sangat menyita perhatian istri ketika ia

memutuskan untuk berkari ah, oleh karena itu istri yang bekerja

harus benar-benar m m hal bekerja dan keluarganya

serta dalam beri

me saran sebagai berikut:

Saran uah keluarga yang me
ame ak dan kewajiban deng

Isla npa melalaikan tugasnya se

alisme seora angat diperl

g sudah menjadi ya karena keharmo

agiaan hidup sanga dalam keluarga.

bagi seseniM Epﬁiisrempuan

dapat berjalan dengan baik dantidak terjadi kesalahpahaman antara masing-

masing pasangan.

5.2.3 Seorang istri muslimah harus mampu memperhatikan agamanya dibanding

pekerjaannya terutama dalam mendirikan sholat lima waktu, tidak melalaikan

ketetapan waktu karena di sibukkan dengan pekerjaannya, terutama tidak
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berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta menjaga diri untuk
suami dan agamanya.
5.2.4 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan

model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.
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UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Suami-isteri memik kan rumah tangga yang

menjadi

Pasal 31
(1) Hak edud eri adalah seimbang de k da jukan suami

an rumah tan rgaulan-hidup bersama dala arakat.

rbuatan huk

ah Kepalapnr“aEsPl niangga.

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan

oleh suami-isteri bersama.
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Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

(1) Suami wajib m segala sesuatu keperluan

PELAKSANAANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

UMUM:

Untuk melaksanakanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
diundangkan padatanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-
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peraturanpelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan
perkawinan,tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan
gugatanperceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus
perkawinan,pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri
lebihdari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah inimemuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah
tersebut, yang diharapkanakan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan
dari Undang-undangtersebut. Dengan.keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah
pastilah saat mulainyapelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1
tersebut, ialah padatanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakanPeraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah
persiapan dan serangkaianpetunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai
Departemen/Instansi  yangbersangkutan, Kkhususnya dari Departemen Agama,
Departemen Kehakiman danDepariemen .Dalam "Negeri, sehingga segala sesuatu
dapat berjalan tertib danlancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak
diundangkannyaPeraturan Pemerintah ini untuk’ mengadakan langkah-langkah
persiapan tersebut.

PASALI DEMI PASAL

Pasal 30
Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri,
dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali
menyerahkan kepada kuasanya:dengan membawassurat nikah/rujuk; akta perkawinan,
surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Usaha untuk mendamaikan suami-isteriyang sedang dalam pemeriksaan perkara
gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama
sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat
sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim.Dalam mendamaikan kedua
belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain
yang dianggap perlu.

Pasal 32
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Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak
berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan
dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksa rdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan
dasar perceraian, hakim mengab k suami atau isteri untuk melakukan
perceraian.

Pasal 34
Cukup jelas.

13l

PAREPARE
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PEDOMAN WAWANCARA

Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU
No 1 Tahun 1974)

1. Sejak kapan ibu menjadi sebagai seorang hakim?

2. Apakah ibu sebagai seorang h dah berkeluarga?
3. Bagaiman ibu sebagai

ibu?

t tanggapan kepala rumah tangga

4. Bagaimana sebagai seorang ha juga sebagai ibu rumah

5. i ibu, tidak
mnya?

6. i elesaikan kedua peran maan dalam
? Jelaskan.

7. i I seorang hakim, meras enjalankan

8. pimpinan?

0. 1974 vyang

stri?
10. ga, diantara

keduanya yang mana diutamakan?
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Khoerunnisa, S.H.1
Jabatan : Hakim
Mencrangkan Bahwa
Nama 1 St Aisya Ramadana
NIM : 142100 045
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas ¢ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

| Bmmmuhhmcngxhkmmmdmnsmdalmw:penymunms&riwiymg
' berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telash Pasal 34 Undang-Undang
RINo.1 Tahun 1974)",

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinyz,
Parcpare, 17 April 2018
Yang diwawancarai,
?

—

nisa, S.H.1 i
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Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mun'amah, S.H.I

Jabatan : Hakim
Menerangkan Bahwa

Nama : St Aisya Ramadana

NIM : 142100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Synkhsiyah
Universitas * Institut Agama Islam Negeri (IATN) Parepare

Bﬁmbuutdﬂtmnd&mmdﬂmnuyﬂdﬂmnnghpummsmmim
berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parcpare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang
RINo.1 Tahun 1974)",

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 April 2018
Yang diwawancarai

— 1

Mun'amah, S.H.1
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Satriani Hasyim, SH,I
Jabatan : Hakim
Menerangkan Bahwa
Nama : St Aisya Ramadana
NIM : 142100 045
Pekerjaan . Mahasiswi (S1)
Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiysh
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang
berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parcpare (Telaoh Pasal 34 Undang-Undang
RI No.l Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2018

Yang diwawancarai,

.
Satriani Eyu’n, S.HI

77
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KETERANGAN WAWANCARA

———————— s A T AN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dra. Hadira

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama ¢ St Aisya Ramadana

NIM : 142100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syarigh Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bnhmbenuwhhmwgadakmmwmmdmgmuyadahmmtghpmytmm%psim

berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang
RINo.1 Tahun 1974)".,

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Parcpare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dra. Fatmah abujahja

Jabatan : Hakim
Menerangkan Bahwa

Nama ¢ St Aisya Ramadana

NIM : 142100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (SI)

Jurusan/ Prodi ¢ Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang
berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telash Pasal 34 Undang-Undang
| RINo.1 Tahun 1974)",

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Parepare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,

Dra. Fatmah abujahja
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama : Salmirati, S.H, M.H
Jabatan : Hakim
Menerangkan Bahwa
Nama : St Aisya Ramadann
NIM ¢ 142100 045
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang
berjudul “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parcpare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang
RINo.! Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Parcpare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,

irati, S.H, M.H
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Nomor
Lampiran
Hal

—

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alowat - JL. Amal Shokti No. 08 Soreang Kota Parepare ® (0421)21307 B (0421) 24404
Website - www.stainparepare.ac.id Email: email stainparepare.ac.id

: B 1034 /Su.08/PP.00.9/03/2018
: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Whb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE :

Nama : ST. AISYA RAMADHANA

Tempat/Tgl, Lahir : PINRANG, 25 Januari 1997

NIM : 14.2100.045

Jurusan / Program Studi  : Syari'ah dan Ekonom Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : VIIT (Delapan)

Alamat : JL. MONGINSIDI, KEL. PACONGANG, KEC., PALETEANG,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(TELAAH PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya vang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

28 Maret 2018
glua

etua Bidang Akademik dan
felabangan Lembaga (APL)
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Nomor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jin. Jond. Sudirman Nomor 78, Teip. (0421) 25250, Fax (042126111, Kode Pos 91122
Emal : bappeda@p, kota go i, Websile www bappeda pareparekota go id

PAREPARE
Parepare, 29 Maret 2018
Kepada
050 /1% /Bappeda Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare
P - Di -
¢ ILzin Penelitian Parepare

DASAR ;

1. Undang-Undang Repubkk Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, dan Penerapan Iimu Pengetahuan dan Teknologi,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Kementerian Galam Negeri dan Pemerintah Daerati.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah,

Surat Ketua Bidang Akademik dan ngan Lembaga (APL) STAIN Parepare,

Nomor : B 1094/St.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 Perihal 1zin

Melaksanakan Penelitian.

I

Izin Penelitian kepada
Nama : ST, AISYA RAMADHANA
Tempat/Tgl. Lahi : Pinrang/25 Januar 1997
Jenis Kelamin : Peremouan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat :Jl.Ma@nﬁdl,MPaleteang,Kab.Phrmg

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/ Wawancara di Kota Parepare dengan judul :
"PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1574)"

Selama : Tmt. Apeil s.d Mel 2018
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui keglatan dimaksud

dengan ketentuan :

l.SehehmdmsesudahmeMsanakankegiamrwusmdapomanmnpada
Instans|/Perangkat Daerah yang bersangkutan,

2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan
semata-mata untuk kepentingan limiah,

3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beraku dengan
mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.

4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Wallkota
Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)

B Menyuahkanl(sam)bertasFotoCowhasﬂ‘Puuiﬁan"kepadaPemeﬁntahm
Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare),

6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

7 &Jratlmakmdiamwmalidandmmmwwaku,apabhmm
pemegang Surat [zin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan diiaksarakea
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PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Kantor - J1. Jenderal Sudirman No. 74
Telp. (0421) 21458, Fax. (0421) 27567 Parepare 91122
Website : www.pa-parcpare.go.id, email : infod@pa-parepare.go.d

RAT
NOMOR : W20-A20/640/HM.00/VE/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa -

Nama : St Aisya Ramadana

NIM 2 14 2100 045

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parcpare

Judul Penelitian : Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare

(Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Parcparc Kelas [ B
mulai tanggal 9 April 2018 sampai dengan 17 April 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program 51
(Strata 1) Institut Agama 1slam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juni 2018
Ketua,

@l

¢ Dra. Nur Alam Syaf, S.H.. M.H G-
NIP, 19670730 199303 2 006
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Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Mun’amah

Gambar 3. Wawancara bersama lbu-Satriani Hasyi

PAREPARE
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

ST AISYA RAMADANA, lahir di Pinrang pada
tanggal, 25 Januari 1997, merupakan anak pertama dari
2 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Alm. Yusuf
Jamaluddin dan ibu Angriani. Penulis berkebangsaan
Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat
di JI Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan
Paleteang abupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi

ikan penulis, yaitu pada tahun

Pinrang, dan pada tahun 2011
kemudian melanjutkan
g dan lulus pada tahun

yang telah
........... Syariah dan C am, Program
S C semester di

PAREPARE
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